. = .

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / i\ /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran,
monitoring, dan evaluasi, serta pengambilan
kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, perlu dibentuk kelompok
kerja data terpilah yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati  Pesisir  Selatan  tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender
dan Anak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalar
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Taht
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonasia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~ tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negsz a  Republik
Indonesaa Tahun 2002 Namar 1 , Tambahan
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Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
I[ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reput
Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang '
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran o f".;;,. =
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, <. ssieNE
mesia

Tambahan Lembaran Negara Republik Ir done:
Nomor 5601); e
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Kabupaten Pesisir
Selatan

ges - —
| 5 IRVAN ABBAS, 8.8.T. Kepala Sub Bagian | Koordinator
i | Perencanaan dan | Data Gender
3 Pelaporan pada dan Anak pada
1 Dinas Pendidikan | Dinas
dan Kebudayaan Pendidikan dan
Kabupaten Pesisir | Kebudayaan
Selatan Kabupaten
< Pesisir Selatan
q LUSY ISMAEL, S.K.M. | Kepala Sub Bagian | Koordinator |
Perencanaan dan Data Gender
Pelaporan pada dan Anak pada
Dinas Kesehatan Dinas *
Kabupaten Pesisir Kesehatan
Selatan Kabupaten
£ +P3313ir Selatan
16 | ABDUL HAMID, S.P. Kepala Sub Bagian Koordinator
Perencanaan dan Data Gender
Pelaporan pada dan Anak pada
Dinas Dinas
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian | Desa,
Penduduk dan Pengendalian
Keluarga Penduduk dan
Berencana Keluarga
Kabupaten Pesisir | Berencana
Selatan Kabupaten
Pesisir Selatan
17 | JUNERWIN, S.H., M.Si. Kepala Seksi Data Koordinator
dan Informasi pada | Data Gender
Dinas Penanaman | dan Anak pada
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